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ABSTRAK

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membuaitnh&ntara satu
dengan yang lainnya, untuk melangsungkan hidupngausia harus bekerja
mencari penghidupan berupa uang. Tetapi dengatnymilmencari pekerjaan,
seseorang memilih profesi pengemis sebagai matacapanannya demi
mendapatkan rezeki. Dalam mendapatkan rezeki bakglakgan pengemis yang
menjadikan anak kecil sebagai icon untuk menarikpati orang-orang
disekelilingnya. Fenomena inilah yang terkadang jatknpolemic tersendiri
untuk direspon lebih agar terselesaikan. Dalam hulglam dan dan UU No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwasanmyaakpandangan hukum
tersebut mempunyai kesamaan dan perbedaan di datamserta prakteknya.
Dari permasalahan ini penyusun tertarik untuk merealh tentang kedudukan
pengemis membawa bayi menurut hukum Islam dan UU 28Tahun 2002
tentang Perlindungan anak.

Penelitian ini merupakafield researchatau penelitian lapangan. Adapun
teknik pengumpulan data penelitian adalah berupganeara, observasi langsung
terhadap obyek dan sumber data sekunder yaitu guiséska yang menyangkut
pokok bahasan. Sedangkan penelitian ini bersifagskpiptif-komparatif, yaitu
suatu penelitian yang memberikan penilaian terhgaamemis membawa bayi,
kemudian karena sifatnya komparatif maka akan dgsalari segi hukum Islam
dan UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan ARandekatan penelitian
dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dasiotogis. yuridis yaitu
mempelajari dari segi hukum yang terdapat di dal#thNo.23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Angkadapun normatif yaitu mengkaji ketentuan konsep dalam
hukum Islam menurut ketentuan dari nas al-Qur'am Hadis, sosiologis yaitu
penelitian langsung melakukan pendekatan terhadageko penelitian yaitu
pengemis membawa bayi. Dan metode analisis yangkalipadalah analisis
komparatif mebandingkan kedua aturan dalam hukdamigdan UU No. 23
Tahun 2002 tentang perlindungan anak, kemudiantdetabut dicari perbedaan
dan persamaannya.

Setelah dilakukan penelitian dalam perspektifny&uhu Islam dan UU
No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ssem@a menetapkan bahwa
demi kemaslahatan anak, menjaga hak-hak anak gghiittpk terjadi eksploitasi
anak secara ekonomi. Perbedaan perspektif terddgdam pelindungan jiwa
,keturunan, agama, akal dan harta Islam lebih Hati-dalam pelaksanaannya
karena tidak hanya untuk kemaslahatan anak tam joang tuanya yang
membawa bayi mengemis. Sebaliknya UU No. 23 Tah0022Tentang
Perlindungan Anak hanya memberikan perlindunganadapanak, tidak ada
perlindungan dari orang tuanya yang sebagaimaremd&hsus ini juga untuk
menghidupi anaknya,
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalamypsanan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menterm#@gdan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Republik

0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Indonesia, Nonmi®7/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf latin Keterangan
| Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan
< Ba' B Be
< Ta T Te
& Sa' S Es dengan titik di atas
z Jim J Je
z Ha' H Ha dengan titik di bawal
z Kha' Kh ka dan ha
2 Dal D De
3 Zal Z Zet dengan titik di atas
B Ra' R Er
D) Zai Z Zet




Sin

Syin

Sad

Dad

Ta

Za

'‘Ain

Gain

Fa'

Qaf

Kaf

Nan

Waw

Hamzah

Sy

Es

es dan ye

Es dengan titik di bawabh

De dengan titik di bawal

Te dengan titik di bawal]

Zet dengan titik di bawal

Koma terbalik di atas

Ge

Ef

Qi

Ka

El

Em

En

We

Ha

Apostrof

Il




B. Konsonan Rangkap karena syaddahditulisrangkap

(piaie ditulis muta‘aqgidn

sac ditulis iddah

C. Ta marbitah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

da ditulis hibah

Lo ditulis jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap katakatab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shakatt, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaadul itu terpisah,

maka ditulis dengan h:

sl Y1 Al S ditulis karamah al-auliyz'

3. Bilata marbutahhidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan damma

ditulis:

Dkl 38 ditulis Zakah al-fifri

Xi



D. Vokal Pendek

_ Kasrah ditulis [
- fathah ditulis a
— dammah ditulis u
E. Vokal Panjang
fathah + alif ditulis A
Aala ditulis jahiliyyah
fathah + ya' mati ditulis a
(P ditulis yasa
kasrah + ya' mati ditulis 1
P ditulis karrm
dammah + wawu mati ditulis a
uas A ditulis furad
F. Vokal Rangkap
Fathah + ya' mati ditulis Al
ASi ditulis bainakum
fathah + wawu mati ditulis au
J ditulis Qaulun
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G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan

apostr of
] ditulis a'antum
e ditulis u'iddat
N ditulis la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

7,4 ditulis al-Qur' an

o Ll ditulis al-Qiyas

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan mengdakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkaafh (el)nya.

elandl ditulis as-Sam'
i) ditulis asy-Syams
I. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuagde Ejaan Yang
Disempurnakan (EYD).
J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian K alimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulisifigannya.

o2 Al (55 ditulis zawr al-furid

aaudl Jal ditulis ahl as-sunnah
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KATA PENGANTAR

e o @ Sy QY il e Jsrie JSlaall Jeldl) il aglll claeas
a2 o agils, Al el i Y ooan g il VI Al Y (o gl ela S5 dlasa Cacliaay cclaas
alaal s Al ey cplapaly sl Ganal e oDl sBlally algu s sae
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BAB |

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG MASALAH

Dalam sejarah perkembangan kehidupan manusia taknge pun yang
dapat hidup menyendiri, terpisah dari kelompok nsantlainnya, kecuali dalam
keadaan terpaksa dan itu pun hanyalah untuk seraentktu. Manusia sebagai
individu (perseorangan) mempunyai kehidupan jiwagyanenyendiri, namun
manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipaalari masyarakat.

Pada hakikatnya manusia adalah makhluk sosial yaading
membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Séfajn manusia juga
membutuhkan uang untuk kelangsungan hidupnya. Sakth cara untuk
mendapatkanya vyaitu dengan bekerja. Akan tetapiydtaannya seiring
berkembangnya zaman untuk mencari pekerjaan sgjubsulit, keterbatasan
peluanglah yang menyebabkan golongan lemah semsdipuruk dalam
kemiskinan.

Dalam kehidupan, manusia tidak lepas dari kecint@ahadap harta
sebagai motivasi hajat hidupnya di dunia. Islabagai agama yang mutlak akan
segala kebenaran memperbolehkan manusia untuk mdacamemperoleh harta
benda sebanyak-banyaknya, yaitu dengan tata cang Yeik dan tidak

bertentangan dengan aturan.

1 C.S.T. Kansil Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indoneskt. ke-8 (Jakarta:
Balai Pustaka, 1989), him. 29.



Masalah yang timbul di setiap negara khususnyandioriesia sangatlah
banyak, terlebih masalah kemiskinan. Masalah kemaskyang tidak kunjung
terselesaikan merupakan polemik tersendiri bagigpetah untuk memberikan
solusi terhadap rakyatnya. Dalam kehidupan masgarekonomi kelas bawah
banyak sebagian masyarakat menjadikan pengemigagirafesi keseharian dan
ironisnya menggunakan anak kecil sebaigan untuk mencari belas kasihan
terhadap orang sekitarnya bahkan ada juga yang erkerjakan anak dibawah
umur untuk meminta-minta.

Dalam kasus seperti ini, Islam memiliki kebebadasohut dan final tetapi
fikih sebagai rumusan konsep aplikasinya dalam degdan, tidak lepas dari
pengaruh perubahan zaman dan sittiasiama fikih pun sepakat bahwa hukum
merawat dan mendidik anak adalah wajib, apabil& ditak dididik dengan
bail’, maka akan berakibat buruk pada diri mereka. Gk¥ab itu, anak wajib

dididik dan dirawat dengan baik, sebagaimana Abkatiirman :
4Sile Lgde 3 jlaadl 5 alill Laa g g |l aSala 5 aSudil | 8 ) gia | o A Lo
Tosmske Oslaiss adsalle dil ) sy Yalati 1 De

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untukamémjdan melindungi

anak dari hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembdeny berpartisipasi secara

2 Ahmad ChatibHukum Islam dan Perubahan MasyaraKdgkarta: Intermasa, 1980)
him. 357-371.

? Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islantet. ke-5 (Jakarta: PT Ihtiar Baru Van
Hoeve, 2001) him. 415.

* At- Takhrim (66): 6.



optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemamJisiBalam Undang-undang
telah diatur pengertian dan tujuan perlindungank ayeng sekiranya sejalan
dengan dengan konvensi hak anak dan perlindung&nAdasi Manusia yang
dalam singkatannya disebut HAM terdapat dalam UUO&wun 1945. Pasal 22
B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun IAdbegaskan: “setiap
anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, d&erbbang serta berhak atas
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Ada banyak faktor yang mendorong seseorang menbantuan
sumbangan. Faktor-faktor tersebut ada yang begsfahanen, dan ada pula yang
bersifat mendadak atau tak terddgéeduanya sama, yaitu untuk mencari uang
guna mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan plaghalengan
meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dEsan untuk
mengharapkan belas kasihan dari orang ‘laiMengemis identik dengan
penampilan pakaian serba kumal yang dijadikan satariuk mengungkapkan
kebutuhan apa adanya. Hal-hal yang mendorong segpantuk mengemis salah

1 faktor penyebabnya yaitu dikarenakan mudah dapatoga hasil yang

® Bambang WaluyoViktimologi Perlindungan Korban Dan Saksiet. ke-2 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012) him. 70.

® “Hukum Mengemis Menurut Syari‘at Isfahttp://ibnumajjah.wordpress.com/Syari'ah,
akses 23 Februari 2013.

" Anton M. Moeliono dkk,Kamus Besar Bahasa Indonesizet. ke- 2 (Jakarta: Balai
Pustaka, 1989), him. 74.



didapatkan. Cukup dengan mengulurkan tangan kepagigota masyarakat agar
memberikan bantuan atau sumbandan.

Dalam aktivitasnya para pengemis tidak semuanya&kaemniskin ataupun
gelandangan, mereka hanya berpura-pura untuk rkesianpati banyak orang
dengan cara membawa atau menggendong bayi, eotamaknya sendiri atau
bukan, atau bahkan mereka menyewa anak kepada tmanguntuk diajak
mengemis demi mendapatkan belas kasihan orang-orsshg juga pengemis
yang anggota tubuhnya banyak luka, yang sesunggultuka-luka tersebut
ternyata hanya buatan semata. Selain itu, adageggemis yang “mengancam”
dengan menyatakan lebih baik mengemis dari padajaméret, dan masih
banyak perilaku-perilaku lainnya.

Dari pemaparan di atas, penyusun merasa perlu umekgkaji konsep
pengemis membawa bayi dalam tinjauan hukum Islamdid No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak yang bertujuan untekgetahui bagaimana
pandangan dari kedua konsep hukum tersebut. Olelm&atulah penyusun ingin
menulis skripsi yang berkaitan dengan hal tersetmrigan judul “Pengemis
Membawa Bayi Perspektif Hukum Islam dan Undang-Wgddo.23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakatad, maka yang

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian skripsiadalah: Bagaimana

¢ Ibid.

® http://rizkyameliah.blogspot.com/2012/11/artikelagemis-di-jadikan-mata.html, akses
23 februari 2013



pandangan hukum Islam dan Undang-Undang No. 23 mT&@02 Tentang

Perlindungan Anak mengenai pengemis membawa bayi?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan mengenaigpenis membawa
bayi pandangan hukum Islam dan UU No. 23 Tahun Z2@fang Perlindungan
Anak kemudian di komparasikan antara hukum Islamudid No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga penbksupaya untuk mencari
persamaan dan perbedaan dari kedua sistem tersebut.

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini adalah :

1. Secara teoretik, dari penelitian skripsi ini dapaemberikan
kontribusi pemikiran ilmiah, pemahaman, dan memggakwawasan
kepada pembaca mengenai pengemis membawa bayiekigrsp
hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang pduligan anak.

2. Memberikan sumbangsih pemikiran dan pemahaman dapha
masyarakat khususnya tentang pengemis membawapleaspektif
hukum Islam dan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentanmingengan

anak.

D. Telaah Pustaka
Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahaadalah konsep
pengemis membawa bayi demi mendapatkan rupiah.laBetmelakukan

penelusuran terhadap berbagai literature terhadgpbahasan yang berkaitan



dengan pengemis membawa bayi belum banyak bukuakdamiah yang
berbentuk skripsi, artikel, maupun jurnal yang reagkan tentang hal ini.

Dalam sebuah artikel situs di Internet yagangemis membawa bayi,
artikel tersebut menjelaskan tentang fenomena nmeisgmembawa bayi, hanya
saja disini hanya menjelaskan tentang ancaman gitdagi yang menjalankan
kegiatan tersebdf.

Buku yang bejudulkejahatan Tanpa Korbarkarya Drs Kunartd! di
dalamnya terdapat jurnal yang ditulis oleh Afientang 3.000 Balita Diperalat
untuk MengemijsMembenarkan bahwa masalah pengemis membawa bayi h
menyewa dari sebuah sindikat.

Buku lain yang berjuduAspek Hukum Perlindungan anak karjraa
Setyowati Soemitro menjelaskan tentang ruang lipgkukum perlindungan anak
secara detail, namun dalam buku ini sama sekalinbbehenyinggung tentang
aspek hukum Islartf. Buku yang berjuduhspek Hukum Perdagangan Orang Di
Indonesia karya Dra. Farhana, M.Pdi. menjelaskan secarail detatang
perdagangan orang yang dilihat dari peraturan glngundangan yang berlaku
tapi sama sekali buku ini belum menyinggung tentdmgum Islamnya®

Bambang Waluyo dalam bukunya yang berjudktimologi “Perlindungan

19 https://www.google.com/search=Pengemis bawa .bdgnomena kaum marginal vs
Ketidakmampuan pemerintah menyediakan lapangam kefosial's Blog.html”, akses 25 maret
2013

M Kunarto,Kejahatan Tanp&orban (Jakarta: Cipta Manunggal, 1999)

12 Irma Setyowati SoemitroAspek Hukum Perlindungan Andlakarta: Bumi aksara,
1990)

13 Farhana,Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesidakarta: Sinar Grafika,
2010)



Korban dan Saksi’di dalam buku tersebut menjelaskan tentang Undan@ng
Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 dengan perelJUD RI Tahun
1945

Undang-undang No.23 Tahun 2002, memaparkan mengaman-aturan
dalam hal perlindungan anak, yang berkewajibanb#datanggung jawab terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak anatara laimgotaa, pemerintah dan
negara. Serta mengatur prisip-prinsip dasar Konuéais-hak Anak.

Syekh Khalid bin Abdurrahman dala@ara Islam Mendidik Anak>dan
Muhammad Khatib al-SyarbinMugni al-Muhtaj*® mejelaskan tentang gambaran
sebuah tanggung jawab terhadap anak, guna memmgrécindungan terhadap
hak anak. Khuzaimah Tahido Yanggo dalBikih Perempuan Kontemporgy
juga menjelaskan perlindungan hak anak yang di Udka kepada orang tua
untuk memberikan hak-hak tersebut.

Karya tulis yang penyusun temukan berbentuk skapsara lain, dengan
judul Perdagangan Anak Dalam Pandangan Hukum Islam danRJWNo. 21

Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak PidanadgartjanAnak karya

14 Bambang Waluyo Viktimologi“Perlindungan Korban dan Saksi{Jakarta: Sinar
Grafika, 2012)

15 Syekh Khalid bin Abdurrahman al- AkkCara Islam Mendidik Angkcet ke-
1(Jogjakarta: Ad-Dawa, 2006).

8 Muhammad Khatib al-Syarbini, Mugni al-Muhtaj, BiBeirut: Dar al -Fikr, t.th.)

" Huzaemah Tahido Yangg&jkih Perempuan Kontemporecet. ke-1 (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010)



Siti Na fiah® Skripsi ini menjelaskan tentang kriteria-kritefardagangan anak
menurut hukum Islam dan UU RI No. 21 tahun 200/hpBamenyinggung secara
mendetail tentang pemanfaatan anak untuk dijaddesmgemis.

Skripsi karya Asep Subhan dengan ju@imjauan Hukum Islam Terhadap
Perlindungan Hukum Bagi Anak ( Studi Pasal 68 darJ&) No. 13 Tahun 2003
Tentang Ketenagakerjaan'J,skripsi ini hanya menitikberatkan tentang pasal 68
dan 69 tanpa membahas tentang pandangan hukum dsla UU No.23 tahun
2002 tentang perlindungan anak.

Skripsi dengan judulTinjauan Hukum Islam Terhadap Pekerjaan
Mengemis (studi kasus di wilayah kota Yogyakarteggrya Taufigurahman
membahas tentang pekerjaan mengemis yang ada glakaga dengan meninjau
hukum Islam, hanya saja penyusun belum membahdanterperbandingan

terhadap UUPA®

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pensliti@ntang konsep
pengemis membawa bayi perspektif Hukum Islam danNgJ 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak belum ada yang menBldii sini penyusun merasa

perlu untuk mengadakan penelitian tentang masataklut.

18 Siti Nafiah, ‘Perdagangan Anak Dalam Pandanganuiukslam dan UU RI No. 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidanadergan Anak”skripsitidak diterbitkan,
skripsi strata Satu fakultas UIN Sunan Kalijaga Yalarta, tahun 2008

19 Asep Subhan, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pauligan Hukum Bagi Anak (
Studi Pasal 68 dan 69 UU No. 13 Tahun 2003 Tentdemgnagakerjaan ) "skripsi tidak
diterbitkan, skripsi Strata satu fakultas UIN Suiatijaga Yogyakarta, tahun 2003.

2 Taufiqgurahman, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fele Mengemis (studi kasus di
wilayah Yogyakarta)” skripsi tidak diterbitkan, skripsi Strata satu fakultasNUSunan Kalijaga
Yogyakarta, tahun 2011.



E. Kerangka Teoretik

Anak yang juga merupakan anggota keluarga harumntasa dijaga dan
diberi hak perlindungan, karena anak juga manuaidymempunyai pikiran,
sikap, perasaan, dan minat, hanya saja berbedaamangng dewasa dengan
segala keterbatasah.

Dengan adanya ketentuan khusus yang berkaitan nlemgék, khususnya
anak kecil, maka sudah seyogianya para pengasikhoiiaag tuanya atau bukan,
harus memahami ketentuan yang ada dalam ajaram, Iskbab tidak tahunya
tentang ketentun-ketentuan khusus anak dapat mablab pelanggaran terhadap
hak-hak anak® Anak merupakan tumpuan harapan masa depan banaksa,dari
itu jika terjadi persoalan terhadap anak maka hdaftdpangsa itu di masa depan.
Karena itu Islam telah memberikan peringatan depdda orang tua agar tidak
meninggalkaan generasi-generasi berkualitas, sebaga disebutkan dalam

firman- Nya:
5 ) agale | 68 LA Linia 407 3 agdld (4a |68 35 6l 0 A1 (R0

23| 305 Y g 1 5l il

2 Diliyana ShantyWanita dan Anak Di Mata HukuniYogyakarta: Liberti, 1988), him.
37.

%2 Huzaemah Tahido Yangg&jkih Perempuan Kontemporecet. ke-1 (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), him. 145.

% An Nisa’ (4): 9.
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Abdurrahman bin Muhammad, seorang mufti Hadhramiyadényatakan:
tidak boleh menjual anak demi mencukupi kebutuhaereka, karena

memperdagangkan orang merdeka hukumnya h&ram.

Dalam ajaran Islam pun terdapat komitmen terhadapnpgungan anak,

yaitu setiap anak adam dipandung suci. Seperth satu Firman Allah

paliliad g caplall (o pg 5y sadlls all 3 agllhay pale (i L S il

253 i LA (e L3S e

Eksploitasi anak dan bentuk-bentuk pekerjaan tekbuantuk anak
merupakan masalah yang kompleks, berdimensi sagtalhomi, dan budaya.
Permasalahan-permasalahan tersebut banyak dipangéh faktor kemiskinan,
rendahnya pendidikan, ketersediaan lapangan kegjgéa budaya. Banyak anak
yang dipekerjakan dan berkerja pada sektor berlaalsgperti anak bayi yang

diajak orang tuanya mengemis.

Dalam syariat Islam juga ada penjelasan atau ketetdukum-hukum
anak kecil bukan saja sejak lahir di dunia, bahlsmpk ia masih dalam
kandungan. Di sinalah Islam menjawab persoalan walagdi masyarakat dengan
prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandungddilamnya sehingga akan tertuju

pada kemaslahatan universal sebagai acuan dasanhyé.

** Abdurrahman bin Muhammad, Bugyah al-MustarsyidiBeifut: Dar al -Fikr, t.th.),
him. 243.

% Al-Isra (17): 70.
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Asy-Syatibi memaparkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam Kkonse
maqisid asy-ayarah. Secara etimologi, magd asy-syarah merupakan
gabungan dua kata: Magd (»<lis) dan asy-Syalah (= &), Madasid adalah
bentuk plural dari magd (=), qad (<%, magid (=) atau quud (i)
yang merupakan derivasi dari kata kerjaag@a-yagqudu (= -128) dengan
beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujgagah-tengah, adil dan tidak
melampau batas, jalan lurus, tengah-tengah anéalebihan dan kekurangéh.

Sementara itu, sygah yang secara etimologis bermakna jalan menuju
sumber air {«l) ) sy Al azlsall),  dalam terminologi fikih berarti hukum-
hukum yang disyari’atkan oleh Allah untuk hamba-Npaik yang ditetapkan
melalui al-Quran maupun as-Sunnah yang berupaapesk, perbuatan, atau
ketetapan Nabfi’

Madasid asy-Syarah dalam arti Maggid asy-Syiri’ mengandung empat
aspek. Keempat aspek itu adafih:

1. Tujuan awal dari syariat adalah kemaslahatan mariglunia dan
akhirat.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.

3. Syariat sebagai sesuatu hukumifaydng harus dilakukan.

% Ahmad Imam Mawardi, Figh Minoritagigh al-Agliyyat dan Evolusi Madsid asy-
Syaf’ah dari Konsep ke PendekatafYogyakarta: LKiS, 2010), him. 178-179.

27 :Abd Karim Zaydin, Al-Madkhal li Dirasah al-Syatah al-Iskmiyyah, dalam Ahmad
Imam Mawardi, Figh Minoritas, him. 179.

% |ijhat Abi Ishaq Ibrahim bin Masa bin Miammad al-Lakhm asy-Sytibi, Al-
Muwafadat, (Riyad: Dar Ibn al-Qayyim, 2006), II, him.8.
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4. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawahgaaun

hukum.

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakilegsid asy-
syaf'ah. Aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahase agariat dapat
dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikem@. Aspek ketiga
berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuamiatsydalam rangka
mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengamampuan manusia
melaksanakannya. Aspek terakhir berkaitan denggatkban manusia sebagai
mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum AllakavAdalam istilah yang
lebih tegas aspek tujuan syariat berupaya membabaskanusia dari kekangan

hawa nafsi#®

Pemaparan tentang konsemgqisid asy-ayarah tersebut bahwa dalam
setiap istinbar pengambilan hukum harus memperhatikan nilai-nilaiversal
dalam suatu nash nya (al-Qur'an dan as-Sunnah) satjap pengambilan hukum
tersebut menciptakan suatu keadilan, kenyamanan, kdtentraman dalam
masyarakat. Karena pada dasarnya tujsgarak dalam penetapan hukum-
hukumnya adalah untuk kemaslahatan dunia maupunaafhMuhammad Abu

Zahrah dalam kaitannya dengan ini juga menegas&iawd tujuan hakiki hukum

2 Asafri Jaya Bakri, Konsep Magashid Syari'ah MenukisSyatibi, cet. ke-1 (Jakarta:
PT RajaGrafindo Persada, 1997), him. 70.

%0 |smail Muhammad Syaffujuan dan Ciri Hukum Islam Dalam Filsafat Hukurtars,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1992).



13

Islam adalah kemaslahatan. Tak satupun hukum yesygréatkan baik dalam al-
Qur'an maupun Sunnah melainkan di dalamnya terdapaaslahatart:

Maaqasid asy-ayarah ada tiga bagian yaitdaririyyah (primer), hajiyyah
(sekunderpan taisiniyah (tersier). Magasid al- darariyyah dimaksudkan untuk
memelihara unsur pokok dalam kehidupan manusiata$i gaitu memelihara
agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelih&eurunan, dan
memelihara hart¥ Magasid al- hajiyyah dimaksudkan untuk menghilangkan
kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadag linsur pokok menjadi lebih
baik lagi. SedangkaMaqgasid al- taisiniyah dimaksudkan agar manusia dapat
melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeahimalima unsur pokok
tersebut. Pembahasan ini akan menjadi tolak ulamg yertujuan kepada pokok
hukum Islam, yaitu untuk membina umat manusia ydnglalamnya adalah
kebutuhan dasar manusia tentang hukum, sehinggéa diajierima oleh akal sehat,
karena setiap perintah-Nya mengandung kemaslabatahmanusia’

Dalam permasalahan ini penyusun lebih menitik Bkarat pada
perlindungan jiwa terhadap anak yang masih dibawalr dan perlindungan
keturunan terhadap anak yang masih memerlukan pemgan dari orang tua nya.

Mengingat anak adalah aset bangsa yang sangatrdgeerimaka negara
berkewajiban menciptakan rasa aman dan memberilalingungan hukum

kepada setiap anak Indonesia agar mereka tumbtzhtsrkembang secara wajar

31 Asfri Jaya BakriKonsep magashid al-syari’ah menurut al-Syatiim. 65.

32 SuyatnoPasar-dasar llmu figih & Ushul Figihcet. Ke-1 (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media,
2011), him. 153.

33 Amir Syarifudin,Usul Figih, cet. ke-2, (Jakarta: PT Logos Wacana llmu, 2001).
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dan berperan serta dalam pembangunan dan untukldepetulah negara
membuat seperangkat peraturan perundang-undangiam Yadang-Undang
N0.4/1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Unddo@/1997 tentang
Pengadilan Anak, Undang-Undang No0.39/1999 tentamdx Asasi Manusia
(HAM) dan Undang-Undang No0.23 Tahun 2002 Tentangdirfeeingan Anak
yang kesemuanya itu memuat dan mengatur hal-h@ntarmengenai hak-hak
anak Indonesia. Anak-anak merupakan individu-imiliviyang seharusnya
mendapatkan perlindungan baik dari negara maupunakkm dan anggota
masyarakat lainny'

Dalam permasalahan ini anak juga di atur dalam WRIDrahun 1945
yang selanjutnya dijadikan asas dan landasan gargan anak, sebagaimana
yang dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 T2B0& yang menyatakan
bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasadRancasila dan
berlandaskan UUD RI Tahun 1945 serta prinsip-ppimksisar konvensi Hak-Hak
Anak yang meliputi®®

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup dan berkembang

4. Penghargaan terhadap pendapat anak

3 |fdhal Kasim dan Johannes da Maenus AHek Ekonomi, Sosial, BudayBsai-esai
Pilihan, (Jakarta: Elsam, 2001).

% Bambang WaluyoViktimologi Perlindungan Korban Dan Saksiet. ke-2, (Jakarta:
Sinar Grafika, 2012) him. 71.
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Setiap anak selain mempunyai hak-hak, juga mempunya
kewajiban-kewajiban yang sama, adapun kewajibarajiban anak
terhadap orangtuanya adalah berbakti atau berlailakbpada keduanya.
Adapun kewajiban-kewajiban anak, juga diatur dalandang-undang
no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasghd® berbunyi:

Setiap anak berkewajiban:

a. Menghormati orang tua, wali dan guru;

b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyangetem

c. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara;

d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamdauya;

e. Melaksanakan etika dan akhlak yang miflia.

Walaupun larangan-larangan tegas tentang eksplaiteék sudah ada di
dalam Undang-undang No.23 tahun 2002 tentang perigan anak Pasal ¥3
tetapi pada kenyataannya masih sering terjadipbonyt : Dalam kasus pengemis
membawa bayi, anak-anak sengaja diajak untuk mesgeamhingga membuat
beberapa kalangan masyarakat yang peduli akan akésegan anak

mempermasalahkan hal itu.

Dari uraian di atas tampak bahwa kedua hukum yaikum Islam dan
UUPA mempunyai perbedaan yang sangat signifikambegoan itulah yang

menjadikan tolak ukur kemaslahatan bagi anak yaagjimdi bawah umur.

% Undang-Undang no. 23 tahun 2002 & Peraturan PemaériNo. 54 Tahun 2007,.,him.
9-10.

37 Lihat Undang-undang No. 23 Tahun 2002 TentangriRenhgan Anak.
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F. Metode Penedlitian
1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah lgetngan field
researcl), yaitu penelitan yang menggunakan metode pengamadlan
penelusuran secara langsung ke lapangan yang lbedmm dengan objek yang
diteliti guna memperoleh data dan keterangan tgnf@@mahaman serta fakta

yang akurat, mengenai pengemis membawa bayi ter&ebu

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan penyusun gunakan adgbabskriptif-
komparatif, yaitu suatu penelitian yang memberiganilaian terhadap pengemis
membawa bayi, kemudian karena sifatnya komparatiarakan dianalisis dari

segi hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 Tentamtifengan Anak®

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam tmemeini adalah

pendekatan Yuridis-normatif dan sosiologis:

a. Yuridis, yaitu pendekatan dengan mempelajari segium yang
terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 nignta

Perlindungan Anak

3 Sutrisno HadiMetodologi ReseactYogyakarta: Andi Offset, 1990), him. 11.

% Lihat: Sutan Rajas&amus llmiah hlm. 110.
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b. Normatif, yaitu mengkaji tentang konsep Pengemimbava bayi
berdasarkan kaidah-kaidah hukum Islam.
c. Sosiologis, yaitu penelitian langsung melakukan de&atan

terhadap obyek penelitian yaitu pengemis membawia ba

4. Teknik Pengumpulan Data
Karena penelitian ini adalah sifatnya lapngan migkaik pengumpulan
datanya dengan cara langsung ke lapangan. Caraapetkdn data tersebut antara
lain dengan mewawancarai obyek secara langsunggueagan teknik observasi.
Selain itu penyusun juga menggunakan data tambghag bersifat sekunder
yaitu menggunakan pengumpulan sumber pustaka gglegan dengan pokok
bahasan.
Penelitian ini dilakukan kurang lebih selama satlab dengan langkah-
langkah sebagai berikut :
a) Observasi
Observasi dapat di artikan sebagai pengamatan éacafatan pada
pelaku, lokasi atau tempat beroperasinya kegia&aebut, serta aktifitasnya yang
secara sistematik terhadap unsur-unsur yang tamakakn suatu permasalahan
pada obyek penelitian. Penelitian ini mengambilussisur yang tampak seperti
data dan informasi yang harus diamati dan dicatasagaimana mestinya.
b) Wawancara
Proses wawancara ini merupakan salah satu bagraenteng dalam

pengambilan suatu data. Data yang diperoleh danameara merupakan tulang
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punggung dari setiap interview dengan obyek atdakpeyang diwawancarai.
Manfaat dari wawancara ini dapat memperoleh datgate tanya jawab secara
langsung guna memperoleh data yang valid langswarg sdimber yang kita
butuhkan.
c) Dokumentasi

Dengan menggunakan metode dokumentasi penulis dapatperoleh
data tambahan yang terkait dengan pokok pembahatan permasalahan
penelitian yang akan peneliti lakukan. Dokumentasimeliputi: jurnal, artikel,

surat kabar serta dokumen lain yang berkaitan depgkok bahasan.

5. Analisa Data
Dalam bagian ini, penyusun menggunakan metode tatiflianilisis

induksi-komparasi. Induksi dalam penelitian ini tyaberangkat dari praktik
pengemis membawa bayi kemudian diambil kesimpulangybersifat umum,
sesuai atau tidak sesuaikah dengan ruh hukum Iglgoan syarak). Sedangkan
komparasi yaitu membandingkan konsep pengemis memlmyi perspektif
hukum Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Riutigan Anak, kemudian
dicari mana hukum yang lebih kuat sehingga dari pamasi tersebut

menghasilkan persamaan dan perbedaan di antara &estiem hukum tersebut.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan bentuk penyusunan yang sistenmadika penyusun
membaginya menjadi lima bab yakni :

Bab |, berisi antara lain: pendahuluan, latar bestgk masalah, pokok
permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian ht@lastaka, kerangka teoretik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, penyusun mencoba meninjau gambaran umurtart@rpengemis
dan praktik pengemis membawa bayi yang meliputiidsgan dan kinerja
pengemis membawa bayi, dan faktor-faktor yang mesmp orang mengemis
membawa bayi, serta dampak bayi yang diajak merggemi

Bab Ill, Pada bagian ini diuraikan perlindungan kaparspektif hukum
Islam dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungaak yang keduanya
meliputi, konsep perlindungan anak, hak-hak anak mimanfaatan anak secara
ekonomi. Hal ini merupakan gerbang untuk mengkgpuh mana hukum Islam
dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan ameakadap pengemis
membawa bayi.

Bab IV, penyusun akan memaparkan serangkaian artatisadap praktik
pengemis membawa bayi perspektif hukum Islam dan Nd 23 Tahun 2003
Tentang Perlindungan Anak. Dalam masalah ini akaendifikasi mengenai
persamaan dan perbedaan dalam memandang masatgmiemembawa bayi
sehingga dapat menemukan tujuan hukum vyaitu teritangaslahatan anak itu

sendiri.
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Bab V, merupakan bab penutup dari penelitian imngydi dalamnya berisi
kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil akhirlipg@me Kesimpulan hasil
pembahasan untuk menjelaskan dan menjawab permasaj@mng ada serta

memberikan saran-saran dengan tetap berpijak pEsi@pulan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesmpulan

Setelah penyusun mengadakan penelaahan dan pembahasan terhadap
masalah-masalah pengemis membawa bayi pespektif hukum Islam dan Undang-
Undang No.23 Tahun 220 Tentang Perlindungan Anak dengan menggunakan metode
komparatif. Maka pada akhirnya dapat disimpulkan, baik dalam hukum Islam
maupun UU No. 23 tentang perlindungan anak, keduanya sama-sama menjunjung
tinggi mengenai hak-hak anak agar tidak terjadi seperti halnya pada kasus yang
penyusun angkat yaitu pengemis membawa bayi, karena hal tersebut termasuk

eksploitasi terhadap anak.

Menurut hukum Islam bahwa seseorang pengemis membawa bayi sangatlah
jauh dari nilai-nilai kemaslahatan, telebih orang yang dibawa mengemis seorang bayi
yang masih butuh pembinaan dan penghidupan yang layak. Tetapi jika dilihat dari
kemaslahatannya tidak hanya dilihat dari dampak anak, karena dalam kasus tersebut
orang tua mengemis membawa anak juga untuk menghidupi anaknya. Jadi mengenai

perlindungan anak Islam lebih hati-hati untuk kemaslahatan umat manusia.

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 220 Tentang Perlindungan

Anak dijelaskan bahwa pengemis membawa bayi ini termasuk eksploitasi anak, jadi

65
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semua pengemis yang membawa anak ini termasuk tindak pidana padahal kalau
dilihat dari kemaslahatannya orang tua yang membawa bayi untuk mengemis juga

untuk menghidupi anaknya sehingga tumbuh berkembang.

B. Saran

Mengambil manfaat dari penulisan skripsi ini, maka berbaga saran yang
penyusun berikan khususnya bagi orangtua, masyarakat, dan pemerintah pada
umumnya dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan pengemis membawa

bayi, maka dapat penyusun sampai kan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam konsep perlindungan anak orang tua diharapkan untuk menghargai
hak dan kewagjiban anak, seperti halnya anak menghargai hak dan
kewgjiban orang tua. Sehingga akan tercapai kesejahteraan anak dan tidak
ada tindakan eksploitasi anak seperti kasus pengemis membawa bayi.

2. Bagi masyarakat diharapkan peduli akan lingkungannya dan melapor
kepada pihak yang berwgjib apabila melihat kejadian yang mengena
eksploitasi terhadap anak. Tanpa dukungan dari masyarakat kegiatan ini
akan terus berlanjut jika yidak ada perhatian dari masyarakat sekitar.

3. Dalam mengurangi pengemis membawa bayi seharusnya pemerintah lebih
banyak memberikan pembinaan terhadap keluarga-keluarga miskin atau
orang jalanan, karena pengemis membawa bayi terjadi pada orang miskin

dan orang jalanan.
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4. Selain memberikan pembinaan terhadap orangtua dan masyarakat,
hendaknya pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan atau memberi
keahlian. Sehingga mereka dapat meninggalkan pekerjaan mengemis
membawa bayi.

5. Meskipun larangan-larangan tentang eksploitasi secara ekonomi terhadap
anak sudah tertera dalam pasal 83, 84, dan 88 undang-undang no.23 tahun
2002 tentang perlindungan anak, pada kenyataan masih begitu
memprihatinkan keadaannya. Banyak orang tua yang masih menggangap
anak adalah sebuah aset buat mencari keuntungan, dan rendahnya
pendidikan banyak orang tua yang senggja atau tanpa sengga
mengeksploitasi anak secara ekonomi dengan dalih kemiskinannya. Jelas
terlihat sekali bahwa UUPA belum cukup mampu mengatasi tidak pidana
eksploitasi terhadap anak secara ekonomi. Hal ini diharapkan pemerintah
secara tegas melakukan tindakan pemberian sanks terhadap pengemis

membawa bayi, agar tidak ada lagi pengeksploitasi terhadap anak.
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TERJEMAHAN TEKSARAB

Halaman

Foot Note

Terjemahan

4

“Hai orang-orang yang beriman, peliharglah
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan|apa
yang diperintahkan.”

23

“dan hendaklah takut kepada Allah orang-
orang yang seandainya meninggalkan
dibelakang mereka anak-anak yang lemah,
yang mereka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab | itu
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah
dan hendaklah mereka mengucapkan
Perkataan yang benar.”

10

25

“dan Sesungguhnya telah Kami muliakan
anak-anak Adam, Kami angkut mereka| di
daratan dan di lautan[862], Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami
lebihkan mereka dengan kelebihan yang
sempurna atas kebanyakan makhluk yang
telah Kami ciptakan.

30

“‘dan Allah mengeluarkan kamu dari perut
ibumu dalam Keadaan tidak mengetahui
sesuatupun, dan Dia memberi kamu
pendengaran, penglihatan dan hati, agar
kamu bersyukur..”

30

“Kami limpahkan keberkatan atasnya dan
atas Ishag. dan diantara anak cucunya|ada
yang berbuat baik dan ada (pula) yang
zalim terhadap dirinya sendiri dengan
nyata.”

31

“Hai orang-orang yang beriman, pelihahal
dirimu dan keluargamu dari api neraka yang
bahan bakarnya adalah manusia dan batu;
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar,
keras, dan tidak mendurhakai Allah
terhadap apa yang diperintahkan-Nya
kepada mereka dan selalu mengerjakan|apa
yang diperintahkan..”




31

Setiap anak dilahirkan dalam kead
fitrah, maka kedua orang tuanya lah

aan

yang menyebabkan anaknya menjadi

Yahudi, Nashrani, atau Majusi.

32

dan hendaklah takut kepada Allah orang-

orang yang seandainya meninggall
dibelakang mereka anak-anak yang lem
yang mereka khawatir terhad
(kesejahteraan) mereka. oleh sebab
hendaklah mereka bertakwa kepada A
dan hendaklah mereka mengucap
Perkataan yang benar.

Kan
ah,
ap
itu
lah
kKan

35

15

Para ibu hendaklah menyusukan ar
anaknya selama dua tahun penuh, Y
bagi yang ingin  menyempurnak
penyusuan. dan kewajiban ayah mem
Makan dan pakaian kepada Para ibu der

nak-
aitu
an
Deri
gan

cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani

melainkan menurut kadar kesanggupant
janganlah seorang ibu mender|
kesengsaraan karena anaknya dan sec
ayah karena anaknya, dan warisy
berkewajiban demikian. apabila keduar
ingin  menyapih (sebelum dua tahu
dengan kerelaan keduanya g
permusyawaratan, Maka tidak ada dosa

ya.
ita
rang
un
lya
n)
an
atas

keduanya. dan jika kamu ingin anak

u

disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan
pembayaran menurut  yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan

ketahuilah bahwa Allah Maha melihat
yang kamu kerjakan

pa

10

36

19

Hai orang-orang yang beriman hendal
kamu Jadi orang-orang yang sel

lah
alu

menegakkan (kebenaran) karena Allah,

menjadi saksi dengan adil. dan jangarn

lah

sekali-kali kebencianmu terhadap sesu
kaum, mendorong kamu untuk Berl

tidak adil. Berlaku adillah, karena adil i
lebih dekat kepada takwa. dan bertakwa
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Ma
mengetahui apa yang kamu kerjakan.

11

37

22

atu
ku
u
\lah
ha

A

Katakanlah: "Marilah kubacakan apagy




diharamkan atas kamu oleh Tuhan

mu

Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan
sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah

terhadap kedua orang ibu bapa, ¢
janganlah kamu membunuh anak-ar
kamu karena takut kemiskinan, Kami ak
memberi rezki kepadamu dan Kkepea
mereka, dan janganlah kamu mende
perbuatan-perbuatan yang keji, baik ya
nampak di antaranya maupun VY3
tersembunyi, dan janganlah  kar
membunuh jiwa yang diharamkan All3
(membunuhnya) melainkan dengan sest
(sebab) yang benar[518]". demikian
yang diperintahkan kepadamu supaya ka
memahami(nya).

[518] Maksudnya yang dibenarkan ol
syara' seperti gishash membunuh or
murtad, rajam dan sebagainya.

dan
nak
an
da
Kati
Ang
ng
nu
ah
latu
tu
Amu

eh
ang

12

38

23

Bab diatas menerangkan tentang dicegal
menyiksa budak, hewan, perempuan, dan 4
tanpa ada sebab syar’i atau melebihi
batas tata krama.

nya
anak

13

54

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlz
adil dan berbuat kebajikan, memberi kep
kaum kerabat, dan Allah melarang d
perbuatan keji, kemungkaran dan permusu
Dia memberi pengajaran kepadamu agar ki
dapat mengambil pelajaran.

aku
nda
ari
han.
amu

14

55

dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ia
Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dar
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-N
diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.

ah

|
\ya




UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a.

b.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga
negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya
melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;

bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa,
memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan
eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;

bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu
mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal,
baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan
serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi;

bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan
kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan
secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan
anak;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, e, dan f perlu ditetapkan
Undang-undang tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1.

Pasal 20, Pasal 20A ayat (1), Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara
Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against
Women) (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3277);

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670);

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan |ILO Convention No. 138
Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia
Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182
Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of



Child Labour (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera
Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).

Dengan Persetujuan:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

12.

13.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang
masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-
haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri
dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam
garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah
dan/atau ibu angkat.

Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh
sebagai orang tua terhadap anak.

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik,
mental, spiritual, maupun sosial.

Anak yang menyandang cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental
sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Anak yang memiliki keunggulan adalah anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa, atau
memiliki potensi dan/atau bakat istimewa.

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang
tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan,
dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya
berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga, untuk diberikan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan, karena orang tuanya atau
salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar.

Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara,
membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang
dianutnya dan kemampuan, bakat, serta minatnya.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi
oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau
organisasi kemasyarakatan.



14.  Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam
bidangnya.

15.  Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi
darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi,
anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak
yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik
dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan
penelantaran.

16.  Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
17. Pemerintah adalah Pemerintah yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB I
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2
Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak
meliputi:
a. non diskriminasi;
b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
C. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
d penghargaan terhadap pendapat anak.

Pasal 3

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup,
tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya
anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB Il
HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.

Pasal 5
Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 7
(1)  Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang
tuanya sendiri.

(2)  Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak,
atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat



sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Pasal 9

(1)  Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

(2)  Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang
menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak
yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai
dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang
sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat
kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 13

(1)  Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang
bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

a. diskriminasi;

eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
penelantaran;

kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
ketidakadilan; dan

. perlakuan salah lainnya.

(2)  Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
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Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau
aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi
anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 15
Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;

b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;



pelibatan dalam kerusuhan sosial;
pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau
penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17
Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang
dewasa;
b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap
tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
C. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan

tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan
dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum
dan bantuan lainnya.

Pasal 19

Setiap anak berkewajiban untuk:

a.
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menghormati orang tua, wali, dan guru;

mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
mencintai tanah air, bangsa, dan negara;

menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dan Pemerintah

Pasal 21



Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak
asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya
dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 22

Negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan
prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 23

(1)  Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak
dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara
hukum bertanggung jawab terhadap anak.

(2)  Negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

Pasal 24

Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan
pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Pasal 25

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui
kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Tanggung Jawab Keluarga dan Orang Tua

Pasal 26
(1)  Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
C. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

(2)  Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu
sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan
tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB YV
KEDUDUKAN ANAK

Bagian Kesatu
Identitas Anak

Pasal 27
(1)  Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya.
(2) Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.



Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan
dan/atau membantu proses kelahiran.

Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui, dan orang tuanya tidak diketahui
keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk anak tersebut didasarkan pada keterangan
orang yang menemukannya.

Pasal 28

Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya
diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat kelurahan/desa.

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan.

Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya.

Ketentuan mengenai tata cara dan syarat-syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Anak yang Dilahirkan dari Perkawinan Campuran

Pasal 29

Jika terjadi perkawinan campuran antara warga negara Republik Indonesia dan warga
negara asing, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut berhak memperoleh
kewarganegaraan dari ayah atau ibunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Dalam hal terjadi perceraian dari perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), anak
berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan
salah satu dari kedua orang tuanya.

Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sedangkan anak belum
mampu menentukan pilihan dan ibunya berkewarganegaraan Republik Indonesia, demi
kepentingan terbaik anak atau atas permohonan ibunya, pemerintah berkewajiban
mengurus status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak tersebut.

BAB VI
KUASA ASUH

Pasal 30

Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya,
terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat
dicabut.

Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pasal 31

Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang
pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat
alasan yang kuat untuk itu.

Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat
ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh orang tua
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang
atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.



(3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menunjuk orang
perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang
bersangkutan.

(4) Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya.

Pasal 32

Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) sekurang-kurangnya
memuat ketentuan:

a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;

b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
C. batas waktu pencabutan.
BAB VI
PERWALIAN
Pasal 33

(1)  Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui
tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi
persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2)  Untuk menjadi wali anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui
penetapan pengadilan.

(3)  Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) agamanya harus sama dengan
agama yang dianut anak.

(4)  Untuk kepentingan anak, wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mengelola harta
milik anak yang bersangkutan.

(5) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 34
Wali yang ditunjuk berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
dapat mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan
untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Pasal 35

(1)  Dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta
kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang
mempunyai kewenangan untuk itu.

(2) Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertindak
sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak.

(3)  Pengurusan harta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat
penetapan pengadilan.

Pasal 36

(1)  Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan
hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya sebagai wali, maka status perwaliannya
dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan.

(2)  Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan
pengadilan.



BAB VIII
PENGASUHAN DAN PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu
Pengasuhan Anak

Pasal 37

Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh
kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang
mempunyai kewenangan untuk itu.

Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlandaskan agama, anak yang
diasuh harus yang seagama dengan agama yang menjadi landasan lembaga yang
bersangkutan.

Dalam hal pengasuhan anak dilakukan oleh lembaga yang tidak berlandaskan agama, maka
pelaksanaan pengasuhan anak harus memperhatikan agama yang dianut anak yang
bersangkutan.

Pengasuhan anak oleh lembaga dapat dilakukan di dalam atau di luar Panti Sosial.

Perseorangan yang ingin berpartisipasi dapat melalui lembaga-lembaga sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 38

Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, dilaksanakan tanpa
membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status
hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui kegiatan
bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, serta
dengan memberikan bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang
anak secara optimal, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, tanpa mempengaruhi agama
yang dianut anak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Anak

Pasal 39

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan
dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan
darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.

Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama
mayoritas penduduk setempat.

Pasal 40

Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya
dan orang tua kandungnya.

Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.



Pasal 41

Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
pengangkatan anak.

Ketentuan mengenai bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Agama

Pasal 42
Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.

Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama
orang tuanya.

Pasal 43

Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial menjamin
perlindungan anak dalam memeluk agamanya.

Perlindungan anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi anak.

Bagian Kedua
Kesehatan

Pasal 44

Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyeleng-garakan upaya kesehatan yang
komprehensif bagi anak, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal
sejak dalam kandungan.

Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didukung oleh peran serta masyarakat.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi upaya
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun
rujukan.

Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diselenggarakan secara cuma-cuma bagi keluarga yang tidak mampu.

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat
(4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 45

Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak
sejak dalam kandungan.

Dalam hal orang tua dan keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pemerintah wajib memenuhinya.

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 46

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar
dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

Pasal 47

(1)  Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi
organ tubuhnya untuk pihak lain.

(2)  Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan:

a. pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan
kesehatan anak;

b. jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak; dan

C. penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin

orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Bagian Ketiga
Pendidikan

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua
anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya
kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Pasal 50
Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diarahkan pada:
a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan
fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;
b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;

pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya
sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan
peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;

persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab; dan
pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan
aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh
pendidikan khusus.

Pasal 53
(1)  Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan
cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar,
dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.



(2)  Pertanggungjawaban pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) termasuk pula
mendorong masyarakat untuk berperan akiif.

Pasal 54

Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan
oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau
lembaga pendidikan lainnya.

Bagian Keempat
Sosial

Pasal 55

(1)  Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, baik
dalam lembaga maupun di luar lembaga.

(2)  Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
oleh lembaga masyarakat.

(3)  Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar, lembaga pemerintah
dan lembaga masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengadakan kerja
sama dengan berbagai pihak yang terkait.

(4) Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

Pasal 56

(1)  Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan
dan membantu anak, agar anak dapat:

a. berpartisipasi;

b. bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;

C. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan
perkembangan anak;

d. bebas berserikat dan berkumpul;

e. bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan

f. memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

(2) Upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia,
tingkat kemampuan anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu
perkembangan anak.

Pasal 57

Dalam hal anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka
lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat
mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar.

Pasal 58

(1)  Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan
tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak terlantar yang bersangkutan.

(2) Pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Bagian Kelima
Perlindungan Khusus



Pasal 59

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan
perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum,
anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual,
anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan,
anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban
perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 60
Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 terdiri atas:
a. anak yang menjadi pengungsi;
b anak korban kerusuhan;
C. anak korban bencana alam; dan
d anak dalam situasi konflik bersenjata.
Pasal 61

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60
huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.

Pasal 62

Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik
bersenjata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, huruf ¢, dan huruf d, dilaksanakan
melalui:

a. pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri atas pangan, sandang, pemukiman, pendidikan,
kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan; dan
b. pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang

mengalami gangguan psikososial.

Pasal 63

Setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya
dan membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 64

(1)  Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak
pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

(2)  Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;

penyediaan sarana dan prasarana khusus;

penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang
berhadapan dengan hukum;

f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau
keluarga; dan

g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari
labelisasi.
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Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

a. upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;

b. upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi;

C. pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental,
maupun sosial; dan

d. pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan
perkara.

Pasal 65

Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat
menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan
menggunakan bahasanya sendiri.

Setiap orang dilarang menghalang-halangi anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya, dan
menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan masyarakat dan
budaya.

Pasal 66

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab
pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dilakukan melalui:

a. penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau
seksual;

b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan

C. pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga

swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak
secara ekonomi dan/atau seksual.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol,
psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dan
terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan,
pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi dan distribusi napza sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 68

Perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan,
perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1).



Pasal 69

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

a. penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang
melindungi anak korban tindak kekerasan; dan
b. pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau
turut serta melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 70

Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 59 dilakukan melalui upaya:

a. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
b. pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus; dan
C. memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi

sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu.

Setiap orang dilarang memperlakukan anak dengan mengabaikan pandangan mereka
secara diskriminatif, termasuk labelisasi dan penyetaraan dalam pendidikan bagi anak-anak
yang menyandang cacat.

Pasal 71

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan
rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak
dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 72
Masyarakat berhak memperoleh kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam
perlindungan anak.
Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang
perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga
swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media
massa.

Pasal 73

Peran masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB XI
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

Pasal 74

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-
undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.



Pasal 75

(1)  Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari 1 (satu) orang ketua, 2 (dua)
orang wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris, dan 5 (lima) orang anggota.

(2) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur pemerintah,
tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi
profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli
terhadap perlindungan anak.

(3) Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia, untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa jabatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan
pembiayaan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 76
Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:
a. melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan
masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan perlindungan anak;

b. memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka
perlindungan anak.

BAB Xl
KETENTUAN PIDANA

Pasal 77
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:
a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil
maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan,

baik fisik, mental, maupun sosial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas
dan terisolasi, anak yang tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang
diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan
zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban
kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan
pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 79

Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak yang bertentangan dengan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah).



Pasal 80

(1)  Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau
penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6
(enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Pasal 81

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun
dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang
yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk
anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa,
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau
membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk
dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)
tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh
anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

(1)  Setiap orang yang melakukan jual beli organ tubuh dan/atau jaringan tubuh anak dipidana
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

(2)  Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan pengambilan organ tubuh dan/atau
jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak, atau penelitian kesehatan yang
menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua atau tidak
mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah).



Pasal 86

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau
membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau
patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan
agama yang dianutnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda
paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 87

Setiap orang yang secara melawan hukum merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan
militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 atau penyalahgunaan dalam kegiatan politik atau
pelibatan dalam sengketa bersenjata atau pelibatan dalam kerusuhan sosial atau pelibatan dalam
peristiwa yang mengandung unsur kekerasan atau pelibatan dalam peperangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk
menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89

(1)  Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau
psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2)  Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh
melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi, atau distribusi alkohol dan zat adiktif
lainnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2
(dua) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda
paling sedikit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 90

(1)  Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal
80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, dan
Pasal 89 dilakukan oleh korporasi, maka pidana dapat dijatuhkan kepada pengurus dan/atau
korporasinya.

(2)  Pidana yang dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana denda dengan ketentuan pidana
denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 (sepertiga) pidana denda masing-masing sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1).

BAB XIlI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 91

Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan undang-undang ini.

BAB XIV



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Pada saat berlakunya undang-undang ini, paling lama 1 (satu) tahun, Komisi Perlindungan Anak
Indonesia sudah terbentuk.

Pasal 93
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Oktober 2002
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 22 Oktober 2002
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 109



Daftar Pertanyaan

. Sigpakah nama anda dan dimana anda tinggal ?

. Apa pekerjaan anda sebelum mengemis dengan membawa bayi?
. Mengapa anda mel akukan pekerjaan tersebut?

. Jam berapa andamula beraktifitas mengemis?

. Berapa penghasilan anda?

. Bagaimana anda menarik perhatian orang-orang?

. Sgjak kapan anda melakukan pekerjaan mengemisini?

. Apakah anda pernah ditangkap satpol PP?



Nama
JenisKelamin

Tempat, Tanggal Lahir:
: DesaKunden, Rt/Rw : 01/01, Kec. Karanganom, Kab.

Alamat Asd

Alamat Jogja
Agama

Nama Orang Tua
Ayah

Ibu

Alamat

Contact Person
Phone
Email
Twitter

Riwayat Pendidikan
+ SDN Kunden |

L)

L)

0

X3

¢

4

» SMP N 4 Karanganom
SMK Muhammadiyah 1 Kla-Ut
+«+ UIN Sunan Kalijaga Y ogyakarta

CURRICULUM VITAE

. Heri Irwansyah
: Laki-laki

Cianjur, 19 Juli 1990

Klaten, Jawa Tengah

. Desa Semaki gede
: Ilam

: M. Muhidin
: Nani Heryani
: DesaKunden, Rt/Rw : 01/01, Kec. Karanganom, Kab.

Klaten, Jawa Tengah.

085725625914
irwansyah_herry19@yahoo.com
@syahheri

(1996-2003)
(2003-2006)
(2006-2009)
(2009-2013)

Pengalaman Organisasi
s Karang Taruna Desa Kunden, Ketua Bidang Sosial Keagamaan.

s Anggota Keluarga Mahasiswa Uin Sunan kalijaga Klaten (KMSK

KLATEN)

¢ Tim Futsal Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Y ogyakarta.
¢ Anggota club motor mio ndlanggu (Mild)
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